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Salah satu kasus yang
menyita perhatian
publik terjadi di
Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, dimana
tanah seluas 5 hektare
yang telah dibebani
hak milik sejak tahun
1990 ditetapkan
sebagai tanah telantar
pada tahun 2021.
Pemilik tanah yang
merupakan ahli waris
mengajukan gugatan
ke Pengadilan Tata
Usaha Negara dengan
alasan bahwa
ketidakteraturan
pemanfaatan tanah
disebabkan oleh
sengketa waris yang
belum tuntas.
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DINAMIKA pembanpunan
masional kian kompleks, persoalan
penguasaan dan pemanfaatan tanah
diIndonesiaterus menjadi isu stral-
egis yang menyentuh herhagai aspek
kehidupan. Dalam kurun wakiu tiga
tahunterakhir, keresahan masyara-
kat terkant status tanah dengan
Sertifikat Hak Milik (SHM) yang
berpotensiditetapkanmenjadi tanak
telantartelah mencuat menjadidis-
kusi publik yang hangat. Terlebih
bagipemilik tanah, isuterschut tentu
menimbulkan kecemasan.

Namun, fenomenatersebut tidak
bisa dipandang sekadar sehagai
persoatan administratif, melainkan
harus dipahami scbagai bagian dari
diatektika panjang sejarah bukum
agraria Indonesia yang berakar pada
falsafah bangsa.

Dalam kosmos hukum agraria
Indonesia, hik atas tanah memiliki
gradasi yang kompleks. Hak-hak

sisosial hak atas tanph mengand-
ung tigadimensi_Pertama, dimen-
siekologis, yakni kewajiban untuk
memeliharakelestarian lingkungan.
Kedua,dimensi sosial, yaknikew-
ajiban memberikan manfaat bagi
masyarakatsckitar, Ketiga, dimen-
siproduktivitas, yakni kewajiban
mengoptimalkan  pemanfaatan
tanah.

Dalam konteks inilah keten-
tuan tentang tanah telantar men-
emukanrelevansinya, Ketika suatu
bidang tanah yang telah dshebani
hak mslik tdak memenuhi ketig
dimensi fungsisosialtersebut dalam
Jangka wakiu tertentu, negara
melalui mekanisme yang diatur
dalam peraturan perundang-undan-
gan berwenang untuk mencabut
hak tersebut dan mengembalikan
tanah kepadanegara,

Pasal 27 UUPA mengatar bahwa
Dk milik dapat diliapus jika tanahn-

atastanahte falamsuoatu hier-
arki yang mencerminkan kescim-
b ) individu

ya ditelantarkan. Namun, definisi
operasional tentang apa yang dimik-
ackrlangnn taruli st il

dankepentingan publik. Padapun-
cak piramida ini, terdapat konsep
“hak bangsa Indonesia™ sehagai
payung filosofis yang menjuli dasar
seluruh pengaturan agraria, i
bawahnya, terdapat "hak mengua-
saipegara”, Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan Nomor 21/PUU-
XI1L2014 menegaskan bahwa "hak

muskansecararincimelalui Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021
tentang Penertiban Kawasan dan
Tanah Telantar (PP 20/2021). Pasal
1 angka ‘2 peraturan terschbut
menyatakan, “Tanah Telantar adalh
tanah hak, tanah Hak Pengelolaan,
dan tanah yang diperoleh benlasar-
kan Dasar Penguasaan Atas Tanah,

pudatahun 2022, darl 1,542 kisus
peringatan tanah telantar, sehan<
yirk 1023 Kasus (66,3% ) herhasil
dibatalkan setelah pemilik menun
jukkan bukti pemanfaatan tanah.

Salah satu kasus yang menyita
pcrhula.mpuhlikh 1 Kabupa-
ten Bogor, Jawa Barat, di mana
tanah seluas § hektare yang telah
dibebani hak milik sejak tahun 1990
ditetapkan sehagai tanah telanta
pada tahun 2021, Pemilik tanah
yang merupakan ahli waris men-
ajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara dengan akasan
hahwa ketidakteraturan peman-
faatan tanahdisebabkan oleh sen-
gheta waris yang belum tuntas.

Sementara ity i Kota Makassar,
tanah hak milik di kawasan strat-
cis perkotaan ditetapkan sebagai
tanah telantar setclah dibiarkan
tidak terbangun selama |15 tahur.
Pemilik tanah yang merupakan
pengusaha properti mengaku se-
gija menahan pembangunan untuk
menunggu kenaikan hargatanah,
Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar dalam Putusan Nomor
ORGAUN022 menyatakanbahwa
strategi spekulatif semacam itu
bertentangan dengan prinsip sos-
ial hak atas tanah.

Duia kasus tersebut menunjuk-
kan kompleksitas pencrapan kebi-
jakan penetapan tanah telantar. Di

"

guasai negara”™ hak  yangsengajatidak diusahak ik satusisi.negaramemiliki kewajiban
datam pengertiank men-  dipergunakan, tidak dimanfaatk untuk menguptinialkang faatan
gatur(bevoegdheid)bukankepemi-  dan‘atau tidak dipelihara.” tanah, Narun,di sisi yang lain, neg-
Likan (eigendom). Berdasarkan peng. terse-  ara harus gt i hak-hak

Pada tataran berikutnya, ter-
dapathak ulayat masyarakat hukum
adat yang diakui keberadaannya
sepanjang menurut kenyataannya

masihada, seh

e’ J
dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nnr(;m 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria(UUPA). Baru pada lapisan
terbawah piramidi terdapat hak-
hak individual seperti hak milik,
hak gunausaha, hak guna bangu-
nan, dan hak pakai.

Hak milik schagai salah satu
hak atas tanah menempati posisi
khusus dalam sisterm hukum per-
tanahan Indonesia sebagai hak atas
tanah yang terkuat dan terpenuh,
Artinya, hak milik memberikan
wewenang paling Tuas kepada
pemegangnya untuk menggunak-
an, memanfaatkan, dan menguasai
tanah yang bersangkutandiband-
ingkandengan hak atas tanah lain-
nya. Namun, kekuatan hak milik
ini tidak bersifat nbsolut.

Fungsi Sosial

Sebubnya ialah sebagaimana
diaturdalam Pasal 6 UUPA, semua
hak atas tanah mempunyai fungsi
sosiul. Hal itu merupakan pene-
gasan  dalam  hukum  agraria
Indonesiabahwa hak individu atas
tanih harus seimbang dengan tang-
gung jawab sosial,

Menurut Maria SW

) Sumardjono(2019). fung-

but, terdapat tiga unsur kunci tanah
telantar, Pertama, unsur suhjektif,
yakni tanah telah diberikan hak
olch negara, Kedua, wnsur objek-
1if, yakniapabila tanah tidak diman-
faatkan atau tidak digunakan ses-
uai peruntukan. Ketiga, unsur tem-
poral, yakni mengenai jangka waktu
tertentu.
Antisipasi Pemilik SHM

Lebih lanjut, syarat pengajuan
tanah telantar menurut Pasal 10
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor
20 Tabun 2021 tentang Tata Cara
Penertiban dan Pendayagunann
Kawasan dan Tanah Telantu
(Permen ATR/BPN 2012021 jaddlaby
hak milik yang sengaja tidak per-
gunakan, tidak di faatkan, dan/
atautidak dipelihara sehinggadikua-
sai oleh pihak lain secara terus-
menerus selama 20 (dua pulub)
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dengan Pemegang Hak danmenjadi
wilayah perkampungan,

PP20/2021 dan Permen ATR/
BPN 2072021 telah mengatuf
mekanisme berjenjang yang mem-
berikan kesempatan kepada peme-
pung hak untuk melakukan pem-
belaan. Artinya, mekanisme pene-
tapan tanah telantar tidak dapat
dilakukan secara sepihak oleh
pemerintah,

Berdasarkin dua peraturan
tersehut, tabapan penetapan tanah
telantur meliputi identifikasi awal,
pemberitabuan dan peringatan,
pengawasan dan evaluasi, pene-
tapan sebagai tanah telantar, pen-
cabutan hak dan pengembalian
kepada negara yang prosesnya
memakan waktu minimal 6-12
bulan, sehingga memberikan cukup
watktu bagi pemilik untuk melaku-

kan pembelaan.

Yy / Dengan
7/ demikian,
- dapatdiketahu

bahwa peneta-

pan tanah  hak
milik menjadi tanah
telantar tidak
serti mernti
dapat dilaku-
kan.  Secara
faktual, data

Baduan

Pertanahan

Nasional

menunjuk-

Fun et

konstitusional warga negara. Pk
titik imlah, pengadilan dapat ber-
peransehagai penyeimbang dengan
mempertimbanghan aspek keadilan
substantif di samping peraturan for-
mal terhadap peraturan,

Bagi pemilik SHM, penting
untuk dipahami bahwa hak milik
bukanlah tameng mutlak dari pen-
cabutan hak. Meski kuat secara
hukum. tetapi tetap ada kewajiban
untuk memanfaatkan tanah secara
aktif. .

Adapun beberapaltangkah yang
bicedilakukannntuk men dlari
nisiko penetpantanaliclantac y akai,
pertama, manfaatkan tanah sesuai
peruntukan. Kedua, lakukan pen-
catatan penggunaan tanah secara
berkala, termasuk dokhumentasi foto.
Ketiga, memastikan penggunaan
tanah sesuai dengan Res Tata
Ruang Wilayah (RTRW), Keempat,
apabila ada surat peringatan dari
Badan Pertanahan Nasional setem-
pat, segera ditanggapi.

Pada akhimya, sertifikat hak
milik sebagai bukti kepenulikan
tanah yang teckuat tetap hans dipa-
hami dalam kerangha tanggung
Jawab sosial yang melehat padan-
ya. Pemerintah pun dalam mene-
tapkan tanab hak milik menjadi
tanahtelantar dibatasi dengan sy arat
danmehanisme yang hetat. Sekalipun
sertipikathak milik dapatdijadikan
salaby satu objek Tanah Telantar,
tetapi pada ketentuan dan praktikaya
tdaklah mudah dan dilahukan den-
gan mekanisme bertahap.

Dengan pemahaman yang kom
prehensif danimplementasi yang
bijuksana, kebijakan tanah telantar
dapat menjadi jembatan meny u
pengelolaan tanah yang lebih adil
dan produbtifbagi selursh rakyar
Indonesia, serta dapat mew pJu.j.
Kancita-citakeadilan agrariaseh-
agaimana diamanathan dalam kon-
stitusi. (52)
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